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ABSTRAK

Muhammad Qadri (B12116009) Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
Inspektorat Daerah dalam Pengelolaan Keuangan di Kabupaten
Jeneponto. Di bawah bimbingan Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H.
Sebagai pembimbing | dan Bapak Muh. Zulfan Hakim, S.H., M.H. Sebagai
Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan
fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto dalam
pengelolaan keuangan Kabupaten Jeneponto, serta mengetahui faktor-
faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Inspektorat
Daerah Kabupaten Jeneponto dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten
Jeneponto.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empirik dengan
menggunakan data primer dan data sekunder. Kemudian data terhimpun
dianalisis secara kualitatif disajikan secara deskriptif yaitu menggambarkan
permasalahan berdasarkan fakta.

Adapun hasil penelitian ini, vyaitu: (1) Pelaksanaan fungsi
pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto terhadap perbaikan
pengelolaan keuangan Kabupaten Jeneponto telah berjalan sesuai dengan
prosedur sebagaimana amanah Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku perihal Inspektorat dan diklasifikan efektif demi terwujudnya
pelaporan keuangan yang baik. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto
terhadap perbaikan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto
yakni persoalan kompetensi dari aparatur, sarana dan prasarana
penunjang untuk melakukan pengawasan yang belum memadai dan
pergantian pimpinan OPD yang mempengaruhi pelaporan keuangan.

Kata Kunci: Pengawasan, Inspektorat Daerah, Pengelolaan Keuangan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah dari
sentralisasi menjadi desentralisasi membawa konsekuensi terhadap makin
besarnya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah, dapat digolongkan kedalam dua bagian vyaitu
kewenangan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah secara
otonom dan kewenangan daerah sebagai daerah administratif.! Otonomi
yang diberikan kepada pemerintah daerah dicapai dengan memberi
mereka kewenangan yang komprehensif, realistis dan proporsional?.
Artinya otonomi daerah dengan desentralisasi memberikan kepada
pemerintah daerah berbagai kekuasaan dan kesempatan untuk
memerintah secara bertanggung jawab guna mencapai kesejahteraan

masyarakat di daerah tersebut.

Pengertian desentralisasi sebagaimana termaktub dalam Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah

penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah

'Suharizal Muslim Chaniago, 2017, Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945,
Thafa Media, Yogyakarta, him. 114.

2Busrizalti, 2013, Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya, Total Media, Yogyakarta, him.
4.



otonom berdasarkan asas otonomi, sedangkan menurut Philip Mawhood
desentralisasi adalah pembagian dari sebagian kekuasaan pemerintah oleh
kelompok yang berkuasa di pusat terhadap kelompok-kelompok lain yang
masing-masing memiliki otoritas di dalam wilayah tertentu di suatu negara?®.
Urusan yang menjadi kewenangan daerah mencakup urusan wajib serta
urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib merupakan suatu urusan
pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan
dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana
lingkungan dasar. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan

terkait erat dengan potensi unggulan serta kekhasan daerah?.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.°
Pemberian kewenangan dan tanggungjawab untuk daerah otonom telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah yaitu mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

3Siswanto Sunarno, 2016, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta him.
13.

4Sarman Muhammad Taufik Makarao, 2012, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Rineka
Cipta, Jakarta, him. 59.

SAndi Pangerang Moenta dan Syafa’at Anugrah Perdana, 2018, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan
Daerah, Rajawali Pers, Depok, him. 26.



pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Aspek penting dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi
adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah, dan
pendapatan daerah dapat menjadi dasar perencanaan jangka pendek yang
mencerminkan potensi ekonomi daerah sehingga tidak berlebihan ketika
pemerintah pusat menetapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai

kriteria utama pemberian otonomi daerah.®

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai bentuk pembagian kapasitas dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mempengaruhi kreativitas
pengelolaan daerah dalam pengaturan dan pengelolaan potensi daerah
serta peran aktif masyarakat. Meningkatkan tingkat pembangunan daerah
untuk kepentingan penduduk. Oleh karena itu, dalam hal ini pula, daerah

otonom diberdayakan untuk mengelola keuangan daerah otonom.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban keuangan daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan segala bentuk
kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah sehubungan dengan hak dan
kewajiban daerah. Keuangan publik daerah telah diatur tidak hanya oleh
peraturan pemerintah, tetapi juga oleh peraturan menteri keuangan daerah

serta mengikuti Undang-Undang anggaran Pendapatan dan Belanja

6 Ritno H. Rondonuwu. Jantje J. Tinangon. Novi Budiarso, “Analisis Efisiensi dan Efektivitas
Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa”, Jurnal
Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan akuntansi, Vol. 3, Nomor 4, 2015, Him. 24.




Negara yang ditetapkan setiap tahun, serta anggaran Pendapatan serta
Belanja daerah. Ruang lingkup keuangan daerah diatur dalam pasal 2
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, keuangan daerah meliputi :

a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta
melakukan pinjaman;

b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan
daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;

c. Penerimaan daerah;

d. Pengeluaran daerah;

e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa
uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat
dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;

f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan

umum.

Kinerja pemerintah dan aparatnya adalah kualitas produk dan
pelayanan publik yang dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan
kualitas kehidupan masyarakat. Sehingga pada pengelolaan keuangan
daerah diharapkan pemerintah dapat menjaga akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyelenggara

kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal



menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan,

serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya.”.

Pengelolaan keuangan daerah harus transparansi yang mulai dari
proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah.®Salah
satu aspek penting dari pengelolaan keuangan daerah adalah pelaksanaan
fungsi pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah, yang
dilakukansecara internal. Fungsi pengawasan tersebut menjadi penting
dalam rangka tercapainya tata kelola keuangan yang baik (good financial
governace). Lemahnya fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah
dapat berakibat fatal yaitu terjadinya kecurangan (fraud) pada pengelolaan
keuangan daerah yang membawa kerugian bagi rakyat sebagai pemilik

keuangan daerah.®

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah menjelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan
organisasi perangkat daerah dilaksanakan oleh pimpinan daerah yaitu
bupati daerah kabupaten. Pembinaan dan pengawasan pimpinan daerah
dalam perangkat daerah yang didukung dengan pemeriksaan daerah
berupa audit, review, monitoring, evaluasi, pemantauan dan bimbingan

teknis, serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya. Pengawasan

"Penny Kusumastuti, 2014, Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik:
Tantangan Berdemokrasi ke Depan, Grasindo, Jakarta, him. 2

®Dhils Noviades,“Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah”, Jurnal IlImu Hukum
Jambi, Vol. 4, No. 1.2013, him. 92.

Hendra Karianga, 2017, Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Kencana, Jakarta,
him. 309




internal melalui inspektorat daerah diharapkan dapat membuat penyajian
laporan keuangan oleh pemerintah daerah lebih transparan dan bebas dari

kasus kecurangan (fraud) dan penyelewengan yang merugikan daerah.

Pemkab Jeneponto telah menerima pernyataan WDP dari BPK Sulsel
sebagai pengawas eksternal. Hal ini dikarenakan tingkat kewajaran dalam
penyajian laporan keuangan masih rendah. Dijelaskan Syafruddin Nurdin
selaku Sekda Jeneponto, BPK memberikan opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan tahunan Pemda Jeneponto
berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan tahun 2019. Bahkan, selama tiga
tahun terakhir, BPK telah menerbitkan laporan WDP atas laporan keuangan

tahunan Pemda Jeneponto..

“Kenapa Dengan Pengecualian karena penilaian BPK masih
ada aset lainnya yang masih bermasalah yang harus
diperbaiki, begitu juga dengan persoalan utang pemerintah
daerah pada PDAM dan perusahaan yang ada penyertaan
modal yang dilakukan pemerintah dan belum selesai. Itu

semua yang menyebabkan terjadinya penilaian hasil WDP”

Inspektorat Kabupaten yaitu salah satu organisasi perangkat daerabh,
yang bertanggung jawab ke Bupati serta membantu Bupati

menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah,

10 Nur Hidayad Said, 2020, Dapat WDP Lagi dari BPK, Sekda Jeneponto: Ingin WTP, Kita akan
Bentuk Tim Khusus, diaksses dari http://news.rakyatku.com/amp/185645 Pada Tgl 28 Juli 2020
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sekretariat DPRD, Dinas daerah yang dibentuk serta bertanggung jawab
langsung kepada bupati, dan juga lembaga teknis daerah (kecamatan dan
kelurahan). Inspektorat memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan
tugas supervisi pada penyelenggaraan pemerintahan, administrasi,
organisasi dan tatalaksana yang menjadi acuan, arahan, ketentuan pada

panduan penyelenggaraan Peraturan Daerabh.

Sebagai salah satu contoh ialah Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto
yang pimpinannya ditunjuk langsung oleh bupati, bertanggung jawab
kepada bupati serta diawasi langsung oleh inspektorat dalam tiap kerja-
kerjanya terutama dalam hal pengeloloaan anggaran baik perencanaan

maupun pembelenjaan.

Dari keseluruhan OPD pelaksanaanya yang diawasi langsung oleh
inspektorat daerah sudah sangat bagus hanya saja masih diperlukan
pengaturan teknis serta bimbingan teknis yang sangat mendalam untuk
seluruh perangkat OPD yang ada di daerah Jeneponto. Hal ini juga sangat
berpengaruh kepada kinerja bupati dan pelaporan keuangan, perencanaan
serta evaluasi yang nantinya dapat digunakan sebagai indikator

keberhasilan administrasi suatu pemerintahan.

Pada tahun 2020 salah satu OPD yang belum optimal dalam
pelaksanaan dan pelaporan keuanganya ialah Dinas Koperasi dan UKM
yang disebut-sebut perbendahaan atau yang menangani bagian tersebut

bermasalah sehingga dikatakan masih kurang optimal.



Penyebab belum diperoleh opini WTP disebabkan antara lain
masalah aset tetap terutama tanah yang tidak dapat larut, penyimpangan
dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan lemahnya sistem
pengendalian intern pemerintah daerah. Secara khusus, masih banyak
hasil audit, serta review akuntansi pemerintah daerah yang lemah dan tidak

efektif oleh pengelola keuangan dan akuntansi daerah.

Diberikan opini WDP oleh BPK dapat menimbulkan kerugian. Yaitu,
pemerintah daerah yang tidak mendapat opini WTP tidak akan
mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) berdasarkan Pedoman Umum
dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Alokasi Dana Insentif
Daerah sedangkan tugas Inspektorat secara normatif adalah mengawal
dan melakukan quality assurance'! sebelum pemeriksaan eksternal
auditor. Namun dalam beberapa tahun terakhir, peran tersebut tidak
terlaksana dengan optimal dengan adanya temuan-temuan auditor
eksternal.Kedua hal di atas tentunya tidak sejalan dengan tujuan
pemerintah Kabupaten Jeneponto yang menargetkan opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) oleh BPK.*?

11 Badan Pengawasan Kuangan dan Pembangunan, 2019, Inspektorat Kawal Capaian IKU BPKP,
diakses dari http://www.bpkp.go.id/inspektorat.bpkp Pada Tgl 28 Juli 2020

12 Fathul Khair Akmal, 2020, Kejar WTP, Pemkab Jeneponto Akan Bentuk Tim Khusus, diakses dari
https://rakyatku.com/read/185673/kejar-wtp-pemkab-jeneponto-akan-bentuk-tim-khusus Pada
Tgl 6 Oktober 2020
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Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji
tentang “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah dalam

Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Jeneponto”.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah
Kabupaten Jeneponto dalam pengelolaan keuangan Kabupaten
Jeneponto?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan
pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto dalam
pengelolaan keuangan di Kabupaten Jeneponto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis menjabarkan

beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat
Daerah Kabupaten Jeneponto dalam pengelolaan keuangan
Kabupaten Jeneponto.

2. Untuk  mengetahui faktor-faktor yang  mempengaruhi
pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten
Jeneponto dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten

Jeneponto.



D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain adalah:
1. Kegunaan Teoritis
a. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagi
perkembangan ilmu pengetahuan umum dan dapat menjadi
acuan khusus bagi perkembangan hukum administrasi negara.
b. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagi
perkembangan ilmu pengetahuan umum dan dapat menjadi
acuan khusus bagi perkembangan hukum administrasi negara.
Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memperkaya wawasan
dan pengetahuan tentang penelitian akademik dan untuk
melengkapi literatur atau bahan informasi akademik yang dapat
digunakan untuk penelitian lebih lanjut dan penulisan akademik
di bidang hukum.
2. Kegunaan Praktis
a. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagi
perkembangan ilmu pengetahuan umum dan dapat menjadi
acuan khusus bagi perkembangan hukum administrasi negara.
Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memperkaya wawasan
dan pengetahuan tentang penelitian akademik dan untuk
melengkapi literatur atau bahan informasi akademik yang dapat
digunakan untuk penelitian lebih lanjut dan penulisan akademik

di bidang hukum. Mengembangkan diskusi, memfasilitasi

10



analisis kritis, memunculkan ide-ide dinamis, dan sekaligus
mengetahui seberapa besar ilmu hukum administrasi negara
penulis dapat diterapkan selama studi di Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin.

b. Dapat memberikan informasi kepada pihak terkait untuk dapat
dipakai mempertimbangkan pembuatan kebijakan oleh pihak
yang berwenang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Suryanti Fabanyo berjudul
Melaksanakan Fungsi pengawasan pada Inspektur daerah Kota Kepulauan
Tidore. Karya ini melakukan analisis terhadap pelaksana fungsi
pemantauan kerja Pemerintah Daerah oleh Inspektur daerah Pulau Tidore,
juga melakukan analisis faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan fungsi
pemantauan kinerja Pemerintah Daerah pada Biro pemeriksaan
Pemerintah Daerah Pulau Tidore. Penelitian ini memakai pendekatan
deskriptif/kualitatif. dengan kata lain, adalah ilustrasi kualitatif pelaksanaan
fungsi pengawasan oleh lembaga pemeriksaan serta penilaian
pelaksanaan pemantauan pemeriksaan sesuai menggunakan visi serta

wewenang forum pemeriksaan kota. Pulau Tidore.

Angela Muliyani Matei, Herman Karamoi serta Linda Lambi melakukan
penelitian lanjutan pada jurnal berjudul Optimalisasi Fungsi Pemeriksa
pada pengawasan Keuangan daerah pada Kepulauan Talaud. Tujuan dari

studi ini artinya untuk: (1) memilih apakah peran badan pengatur menjadi
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regulator internal pemerintahan Kepulauan Talaud telah optimal. (2)
Analisis hambatan yang dihadapi regulator Kepulauan Talaud pada
mengoptimalkan fungsi pengawasan keuangan daerah. (3) Menganalisis
upaya atau strategi Inspektur Kabupaten Kepulauan Talaud untuk
mengoptimalkan fungsi pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini
memakai metode penelitian kualitatif menggunakan pendekatan eksploratif.
menggunakan cara ini, peneliti menggali isu rinci, menjelaskan situasi
terkini untuk mengoptimalkan fungsi pengawas pada pengawasan
keuangan daerah di masa pemerintahan Kepulauan Talaud, serta

mengatakan berbagai masalah yang ditemukan oleh APIP.

Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan penulis Muhammad
Qadri (2021) yang menulis skripsi tentang Pelaksanaan Fungsi
Pengawasan Inspektorat Daerah pada Peningkatan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Jeneponto yang bertujuan untuk mengetahui
pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto
terhadap peningkatan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten
Jeneponto serta untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi
pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto
terhadap peningkatan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten

Jeneponto.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah didefinisikan pada Pasal 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah menyatakanpengelolaan keuangan daerah ialah semua yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
Sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

B. Teori Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Dalam kehidupan sehari-hari khususnya pada bidang pemerintahan
kata pengawasan marak ditemui. Hal ini sejalan dengan maknanya
yang tidak sulit untuk dipahami. Pengawasan yang dimaksud pada
kajian ini merupakan salah satu bagian terpeting dalam pelaksanaan

perencanaan urusan pemerintahan.
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Beberapa ahli telah mendefinisikan pengertian pengawasan.
Sebagian memberikan definisi bahwa pengawasan merupakan proses
pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk
menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan
berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.!3
Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menafsirkan
pengawasan sebagai suatu proses kegiatan seorang pemimpin untuk
menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi yang sesuai dengan
rencana, kebijaksanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Menurut George R. Terry memandang bahwa pada akhir kegiatan,
pengawasan dapat dilakukan dan tidak pada saat kegiatan sedang
berjalan yang menjabarkan definisi pengawasan sebagai berikut:
“control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply
corrective measures, if needed to insure result in keeping with plan.”™®
Yang diterjemahkan, pengawasan dilakukan untuk tujuan tindakan
evaluasi serta melakukan koreksi terhadap hasil yang dapat tercapai
dengan bertujuan agar apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang

direncanakan.

Bjazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2014, Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan
Daerah(The Turning Point of Local Autonomy), UB Press, Malang.him. 24.

4 Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2016,Pengawasan Hukum Terhadap
Aparatur Negara, PT. Buku Seru, Jakarta. him. 13.

B1bid, him. 14
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Berikut pemaparan terkait dengan pengawasan yang dapat

dikemukakan sebelumnya yaitu?®:

1. Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig

Pengawasan ialah fase manajemen yang terkait dengan menjaga
aktivitas organisasi dalam batas yang dapat diterima dan diukur
berdasarkan yang diharapkan.
2. R.Terry

Pengawasan adalah proses menentukan apa yang perlu dicapai,
standar, apa yang harus dilakukan, pelaksanaan, evaluasi
pelaksanaan, dan bila perlu perbaikan pelaksanaan sesuai dengan
yang direncanakan sesuai standar.
3. Hadibroto

Pengawasan ialah kegiatan evaluasi suatu organisasi yang
bertujuan agar organisasi yang bersangkutan dapat menjalankan
fungsinya dengan apa yang seharusnya dan mencapai tujuan yang

sudah ditetapkan.

4. Admosudirdjo

Pengawasan ialah seluruh kegiatan perbandigan dan memberi
pengukuran pada apa yang dilakukan serta telah terlaksanakan
dengan memperhatikan kriteria, norma, standar serta rencana yang

telah ditetapkan.

18 Irham Fahmi, 2012, Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi, Alfabeta, Bandung Him. 136
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Beberapa pengertian pengawasan yang teruraikan di atas, maka
dapat diketahui bahwa pengawasan ialah suatu kegiatan yang
dilaksanakan untuk memberikan penilaian apakah pelaksanaan kegiatan
telah sesuai dengan rencana. Beberapa pengertian pengawasan yang
teruraikan di atas, maka bisa diketahui bahwa pengawasan ialah suatu
aktivitas yang dilaksanakan buat menyampaikan evaluasi apakah aplikasi
kegiatan sudah sesuai menggunakan rencana. pada tindakan evaluasi dan
koreksi terhadap hasil tercapai. Adanya koreksi terhadap Das Sein serta
Das Sollen. pada mana Das Sollen (rencana) harus sinkron Das Sein

(kenyataan). Rahardjo Adisasmita lebih lanjut menyatakan: '

Efektifitas suatu pengawasan bisa diuji apabila memiliki ciri mudah
dipahami, memberikan isu yang akurat serta tepat waktu, bersifat hemat,
diterima oleh pekerja dan pimpinan. Konsep pemantauan ini menunjukkan
bahwa pengawasan sebenarnya merupakan bagian dari fungsi manajemen
dan pemantauan dianggap sebagai bentuk pengawasan atau pengendalian
dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. Dalam ilmu bisnis,
pengawasan digunakan sebagai tingkat akhir dari fungsi manajemen. Dari
perspektif bisnis, pengawasan juga berarti memantau pelaksanaan semua
kegiatan di unit organisasi yang diselidiki untuk memastikan bahwa semua
pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana dan aturan. Telah

dilaksanakan sesuai spesifikasi dengan rencana yang telah ditentukan,

17 Rahardjo Adisasmita, 2011, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Graha limu.
Yogyakarta. him. 128.
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terjadinya hambatan telah diminimalisir di bawah pengawasan, dan

hambatan yang terjadi dapat diidentifikasi dan segera diperbaiki.

Pengawasan merupakan aspek penting dalam menjaga negara
berfungsi dengan baik dalam rangka membangun pemerintahan yang
bercirikan tata pemerintahan yang baik. Pada konteks ini, pengawasan

sama pentingnya menggunakan pelaksanaan good governance itu sendiri.
2. Tujuan Pengawasan

Menurut Leonard White maksud dari kegiatan pengawasan adalah
untuk menjamin kekuasaan tersebut digunakan untuk tujuan yang
diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan rakyat dan untuk
melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh undang-undang
daripada tindakan penyalahgunaan.*® Sedangkan di sisi lain Arifin Abdul
Racman membagi atas empat tujuan pengawasan yaitu adalah melihat
apakah semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan,
apakah semuanya berjalan sesuai dengan instruksi dan prinsip yang
ditetapkan, dan untuk dapat membuat perubahan untuk memperbaiki
kesalahan. , Kelemahan dan kesulitan, dan memeriksa kesalahan
tindakan dan iterasi untuk memastikan semuanya dilakukan secara
efisien dan tidak ada perbaikan lebih lanjut yang dapat dilakukan untuk

meningkatkan efisiensi.®

81pid, him. 18
ibid,.
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Istilah pengawasan biasanya digunakan untuk merujuk kepada

apa yang hendak dicapai oleh pengawasan, dapat ditarik kesimpulan

bahwa pengawasan ialah aktivitas yang dilaksanakan untuk menilai

pelaksanaan kegiatan apakah telah sesusai dengan menggunakan

sesuatu yang direncanakan. Sebagaimana Tujuan pengawasan

menurut Siswandi yaitu:?°

1. Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur,

peraturan dan hukum yang berlaku

Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi

Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh
organisasi

Dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi yang ada di
dalam organisasi

Kinerja. yang sedang berlangsung dan kemudian
membandingkan kinerja aktual dengan standar serta
menetapkan tingkat penyimpangan yang kemudian mencarri

solusi yang tepat

Jika dilihat dari sudut pandang pengawasan pada perusahaan,

pengawasan memiliki empat tujuan sebagaimana dijelaskan oleh Sule

Saefullah yaitu:?!

20sjswandi Indra Iman, 2009, Aplikasi Manajemen Perusahaan, Mitra Wicana Media, Jakarta him.

83-84.

21syle Trisnawati Kurniawan Saefullah, 2005, Pengantar Manajemen, Prenada Media, Jakarta, him.

318-319.
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1. Beradaptasi dengan lingkungan agar perusahaan dapat
senantiasa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang
terjadi di lingkungan perusahaan di dalam maupun di luar
perusahaan.

2. Minimalkan kesalahan: Misalnya, jika sebuah perusahaan
sedang berproduksi, perusahaan menginginkan kesalahan
sesedikit mungkin.

3. Minimalkan biaya saat bisnis gagal.

4. Memprediksi kompleksitas organisasi digunakan untuk
memungkinkan perusahaan memprediksi berbagai aktivitas

organisasi yang kompleks.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pengawasan

adalah:

a. Untuk menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan
rencana dan kebijakan pemerintah;

b. Untuk menertibkan program melalui koordinasi;

c. Untuk mencegah perilaku boros dan penyelewengan;

d. Untuk menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas
barang atau jasa yang disediakan; dan

e. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

kepemimpinan organisasi.
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3. Jenis Pengawasan

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat

dilakukan, yaitu:

1. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pemantauan
suatu  kegiatan sebelum dilakukan untuk  menghindari
penyimpangan. Pada prinsipnya pengawasan ini dapat dilakukan
oleh pemerintah dengan tujuan agar terhindar dari penyimpangan
pelaksanaan fiskal yang lebih memberatkan serta merugikan
negara. Di sisi lain, pemantauan ini juga bertujuan untuk
memastikan bahwa sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan
sesuai dengan yang diinginkan. Pengawasan preventif lebih masuk
akal jika dilakukan oleh atasan langsung, dan setiap penyimpangan

dapat dikenali sejak dini.

Pengawasan represif ialah pengawasan terhadap kegiatan
setelah dilakukan. Model ini biasanya dipantau pada akhir tahun
anggaran disajikan dalam laporan. Kemudian diperiksa dan

dipantau untuk menentukan mungkinnya terjadi penyimpangan.

2. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan aktif menjadi bentuk pemantauan yang dilakukan
pada lokasi setiap kegiatan. Ini berbeda dengan pemantauan jarak

jauh (pasif), yang melibatkan pemantauan dengan penyelidikan dan
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pemeriksaan surat-surat pertanggungjawaban, termasuk
penerimaan dan pengeluaran. Di sisi lain, pengawasan berbasis hak
formal (Rechmatigheid) adalah aktivitas yang dilaksanakan untuk
menilai apakah pelaksanaan aktivitas sudah sesuai dengan rencana
Investigasi biaya, apakah normal, apakah sudah kadaluarsa, dan
apakah hukumnya jelas benar. sementara, hak sesuai investigasi
kebenaran materil tentang maksud tujuan pengeluaran
(doelmatigheid) adalah kegiatan yang dilakukan untuk penilaian
apakah pengaplikasian aktivitas telah sesuai dengan rencana
investigasi biaya, apakah normal, apakah sudah kadaluarsa, dan
apakah hukumnya jelas benar Survei pengeluaran, apakah sesuai
dengan prinsip ekonomi: pengeluaran ini diharapkan serta beban

biaya yang rendah.

3. Pengawasan kebenaran formil menurut hak dan
pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan

pengeluaran.

Pengawasan ditujukan buat menghindari adanya korupsi,
penyelewengan, serta pemborosan anggaran negara yang
ditujukan kepada aparatur atau pegawai negeri. Pengawasan
ini dilaksanakan dengan harapan bisa memastikan
pengelolaan serta akuntabilitas aturan negara dan kebijakan

negara berjalan sinkron dengan rencana.

Berikut  Jenis  pengawasan ditinjau  dari  bidang

21



pengawasannya yaitu:

a.

b.

Pengawasan anggaran pendapatan;

Pengawasan biaya;

Pengawasan barang inventaris;

. Pengawasan Produksi;

Pengawasan jumlah hasil kerja;

Pengawasan pemeliharaan;

. Pengawasan kualitaas hasil kerja;

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

1989, disebutkan macam- macam pengawasan yaitu:

1)

2)

Pengawasan melekat

pengawasan melekat artinya pengawasan dilaksanakan
melalui: struktural di organisasi, merincikan kebijakan
pelaksanaan yang tertuang secara tertulis yang menjadi
pegangan pada waktu dilaksanakan oleh bawahan, planning
kerja yang mendeskripsikan aktivitas mengharuskan buat
dijalankan melalui mekanisme kerja, pencatatan yang akan
terjadi kerja dan laporannya serta melalui pembinaan
personil.

Pengawasan fungsional

Pengawasan fungsional adalah aktivitas pemantauan yang
ditetapkan presiden, dan aktivitas pemantauan dilakukan

berdasar pada rencana kerja atau program pemantauan
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tahunan. Pengawasan fungsional pemerintah dilakukan oleh
perangkat pengawasan eksternal pemerintah, yaitu BPK RI
dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang
terdiri dari Inspektorat Jenderal Departemen, BPKP, Unit
Pengawasan Kementerian/LPND serta Inspektorat Provinsi,
Kabupaten dan Kota.??

3) Pengawasan masyarakat
Pengawasan masyarakat adalah pemantauan yang
dilakukan oleh individu yang dipilih untuk memantau
kemajuan kegiatan, seperti LSM dan lembaga swadaya
masyarakat.

4) Pengawasan legislatif
Pengawasan legislatif yaitu pengawasan yang dilaksanakan
oleh lembaga legislatif, yaitu DPR dan DPRD.

4. Pengawasan Intern dan Ekstern

pengawasan internal artinya pengawasan yang dilaksanakan
oleh orang atau badan yang terdapat pada lingkungan unit
organisasi yang diawasi. Pengawasan seperti ini dilakukan dengan
melalui pengawasan yang dilakukan atasan langsung atau
pengawasan melekat atau pengawasan yang rutin dilaksanakan

oleh inspektorat jenderal pada kementerian dan inspektorat daerah

22Herdi Setiawan, Tri Sukirno Putro, “Optimalisasi Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan
Keuangan Daerah”,Jurnal Kebijakan Publik, FISIP Universitas Riau, Vol.4, Nomor 2, 2013, him.
129.
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buat setiap daerah, menggunakan menempatkannya di bawah

pengawasan Kementerian dalam Negeri.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah
Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, pengawasan internal di atas dilaksanakan oleh

Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan cara:

a. Audit

Audit ialah proses mengidentifikasi pertarungan, analisis, serta
evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan
profesional sesuai ketentuan audit, buat menilai kebenaran,
kecermatan, dapat dipercaya, efetivitas, efisiensi, serta keandalan
info pelaksanaan tugas serta fungsi instansi pemerintah. Mutu
pelaksanaan audit ditentukan oleh pelaksanaan SOP secara benar

dan terukur.

Audit keuangan, terdiri dari:

i.  Audit keuangan ialah audit terhadap laporan keuangan
untuk memberikan opini secara independen/mandiri.
Dalam penugasannya auditor diwajibkan menggunakan
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
dan/atau Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

ii. Audit terhadap aspek keuangan tertentu (audit atas

laporan keuangan bukan buat menyampaikan opini),
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b. Reviu

Reviu

adalah audit atas aspek tertentu pengelolaan keuangan
yang diselenggarakan instansi pemerintah atas dana
yang dibiayai oleh APBN/APBD pada rangka memberikan
keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan
telah dilaksanakan sesuai memakai tolok ukur yang telah
ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Contohnya antara lain, audit atas bagian dari laporan
keuangan/informasi keuangan, audit atas laporan
pendapatan dan biaya, audit atas laporan penerimaan
dan pengeluaran kas, audit atas laporan aktiva tetap,
permintaan anggaran, audit pengelolaan keuangan dana

dekonsentrasi dan audit keuangan lainnya.

lalah peninjauan bukti suatu aktivitas buat memastikan

bahwa itu dilakukan telah sesuai menggunakan peraturan, standar,

rencana, atau norma yang ditetapkan. contoh aktivitas reviu yang

dilaksanakan APIP yaitu reviu atas laporan keuangan, reviu atas

sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), reviu atas rencana

aktivitas serta aturan (RKA), reviu atas usulan revisi yang mengubah

anggaran, reviu atas aspek keuangan tertentu, reviu aspek kinerja

tertentu, reviu periodik atas pengelolaam keuangan, reviu atas

aspek tertentu penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan,

dan reviu atas hasil kajian pengawasan tertentu.
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c. Evaluasi

Evaluasi ialah serangkaian kegiatan yang membandingkan
hasil/keberhasilan suatu kegiatan dengan kriteria, rencana, atau
norma tertentu dan menentukan faktor yang memengaruhi
keberhasilan atau kegagalan kegiatan dalam mencapai tujuannya.
Contoh aktivitas penilaian yang dilaksanakan APIP yaitu evaluasi
serta penilaian atas efektivitas proses tata kelola, evaluasi serta
penilaian atas efektivitas manajemen resiko, penilaian dan evaluasi
atas efektivitas penerapan sistem pengendalian intern, evaluasi atas
efektivitas suatu program, evaluasi kelembagaan, penilaian
kebijakan, penilaian strategi pelaksanaan kegiatan dan penilaian

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

d. Pemantauan

Pemantauan artinya proses menilai kemajuan suatu
acara/aktivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. model
kegiatan pemantauan yang dilaksanakan APIP merupakan
pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemantauan terhadap
pelaksanaan kebijakan, pemantauan realisasi penyerapan aturan,
pemantauan capaian kinerja instansi pemerintah, pemantauan dana

dekonsentrasi dan pemantauan persidangan kasus pidana.

e. Kegiatan Pengawasan Lainnya
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Kegiatan pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak
memberikan penjaminan kualitas, yaitu konsultasi, sosialisasi dan
asistensi. Contohnya yaitu, melakukan penyuluhan pada bidang
pengawasan; melakukan konsultasi pada bidang pengawasan;
melakukan bimbingan teknis atau pendampingan pada bidang
pengawasan; melakukan bantuan teknis pada bidang pengawasan;
melakukan pemetaan pada bidang pengawasan; melakukan
penugasan penelitian pada bidang pengawasan; mengkompilasikan
laporan sekelompok objek pengawasan dan atau kegiatan yang
sejenis; pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-
waktu dari unit/satuan Kkerja; inventarisasi fisik; cek fisik;
mengumpulkan data dan/atau informasi intelijen non keuangan;
mengkaji aspek tertentu di bidang pengawasan; mengkaji sistem
pengendalian manajemen objek pengawasan; memaparkan hasil
audit (yang merupakan kegiatan tersendiri bukan bagian dari
penugasan audit); menyusun modul diklat, soal ujian, dan
mengkoreksi hasil ujian di bidang pengawasan; penatausahaan
persediaan/asset; pengawasan terpadu peningkatan mutu sekolah;
pengawalan: tes pengadaan CPNS dan gerakan nasional (Gernas);
pembahasan sebab terjadinya penyimpangan;
penyempurnaan/pengembangan database auditor; pengawasan
dan pendampingan ujian tertulis dalam proses pengadaan CPNS;

sosialisasi penerapan SPIP; pembinaan di bidang pengawasan
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terhadap Satker/SKPD; dan Menyusun dan meutakhirkan data audit

universe.

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh
unit pengawasan yang ada di luar unit organisasi yang diawasi.
Contohnya merupakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang
adalah lembaga tinggi negara yang terlepas berasal pengaruh
kekuasaan manapun. buat menjalankan tugas-tugasnya, BPK tidak
mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern
pemerintah, sehingga sudah sepantasnya pada antara keduanya
perlu mewujudkan harmonisnya proses supervisi keuangan negara.
Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK
buat tidak memihak dan menilai secara obyektif kegiatan

pemerintah.

C. Inspektorat

1. Kedudukan Inspektorat pada Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
keuangan Daerah menjelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan
terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh bupati untuk daerah
kabupaten. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap
Perangkat Daerah dibantu oleh Inspektorat Daerah dilaksanakan
dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan

bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
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Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan
Kabupaten/Kota, khususnya pada Pasal 2 ayat 2, menjelaskan
kedudukan Inspektorat Daerah yaitu berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota dan secara administratif

mendapat pembinaan dari sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Inspektorat sebagai aparat pengawas intern pemerintah (APIP)
diberikan tugas serta wewenang untuk mengawasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah, agar dalam penyelenggaraannya pemerintah
daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, efisien dan efektif serta ekonomis.??
2. Tugas Inspektorat Daerah

Sebagaimana telah termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota Pasal 3 ayat 2
meyebutkan bahwa Inspektorat kabupten/kota mempunyai tugas
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan
di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas
penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan
pemerintahan desa. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas

Inspektorat Daerah Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati

23 H.M. Yasin. “Mengenal Lembaga Pengawasan Internal Pemerintahan Daerah (Inspektorat
Daerah)”. Pusaka Almaida. Gowa. 2018. him. 9
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melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan

pemerintahan dan tugas pembantuan perangkat daerah.

3. Fungsi Inspektorat Daerah

Fungsi Inspektorat Daerah telah termaktub dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota
Pasal 4 meyebutkan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

menyelenggarakan fungsi:

o

perencanaan program pengawasan;
perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan

c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas
pengawasan.

=3
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